
Menimbang: 

Mengingat: 

WALIKOTA PALEMBANG 

PERATURAN WALlKOTA PALEMBANG 

NOMOR 11. TAHUN 2013 

TENTANG 

PEDOMAN PERlZINAN, PENATAAN DAN 
PENGELOLAAN PASAR TRAOISIONAL SWASTA 

DENOAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

WAJ..IKO'rA PALEMBANG, 

• I • 

a. bahwa dalam rongka Pembinaan dan Pengembangan Perpasaran 
Tradisional Swasta, sejalan d1mgan Pcraturan Menteri 
Perdagangan Rl Nomor 53/M·DI\G/ PER/ 12/2008, tcntang 
Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 
Perbelanjaan dan Toko Modern, oerlu memberikan Pe.doman 
Perizinan, Pcnataan dan Pengelolaan PaAAr Tradisional Swasta, 
scbingga melindungi aktifitas jual beli antara pcnjual dan pembdi 
serta terciptanya perpasaran tradisionaJ yang nyrunan Lidak kalah 
bersaing dengan perpasaran modem; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagoimana dlmaksud dalam 
hu.ruf a, perlu menetapkan Peraruran Walikota Palembang rcntang 
Pedoman Perizinan, Penataan dan Pengelolaan Pasar Tradisional 
Swasta. 

I. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembenlukan 
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran 
Negara Rl Talmn 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Rl 
Nomor 1821); 

2. Uodang-Undang Nomor S Tahun 1962 ten tang Perusahaan Daerab 
(Lembn.r.m Negara RI 1'ahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
Negara Rl Nomor 2901); 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tcntang Kctenagakerjaan 
(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran 
Negara RJ Nomor 4879); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Oaerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, 
Tarnbahan Lembaran Negara Rl Nomor 4437] scbagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dcngan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tcntang Perubahan Kedua Ar.as Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tent/mg Pcmerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Rl Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lemba.ran Negara Rl 
Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Talmn 2011 tcntang Pembentukan 
Peramro.n Pcrundang-Undangan (Lembaran Negara RI 
'l'ahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rl 
Nomor 5234); 
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6. Peraturan Pemerimah Nomor 38 Tab.nu 2007 teutang Pembagian 
Urusan Pemcl'intahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Proviusi dan Pemerintahan Daerah i<abupaten/Kota (l.embaran 
Negara RT Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara RI 
Nomor 4737); 

7. Peraturan Pr-esiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan 
Pembinaan Pasar Tradisionol, Pusat Perbelanjaan dan Toko 
Modem; 

8. Peraruran Daer-ah Kota Palembang Nemor 6 Tah1.m 2005 tentang 
Pembentu.kan Pcrusahaa.11 Daerah Pasar Palembang Jaya 
{Lembaran Dacrah Kot.a Palembang Tahun 2005 Nomor 6); 

9. Peratura.n Dae:rah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2007 lCnlang 
Pengelolaan Pasar (Lembaran Dacrah Kota Palembang Tahun 2007 
Nomor 5); 

10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
l,Jrusan Pemerintah Kota Palembang {Lembaran Dacrah Kota 
Palembang Tahun 2008 Nomor 6). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PEDOMAN 
PERIZ1NAN, PENA'l'AAN DAN PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL 
SWASTA. 

BAB! 
KETENTUAN UMUM 

UaJam Peraruran ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daernh adalah Kata Palembang. 
2. Pemerintah. Kota adalab Pcmerintah Kola Palembang. 
3. Walikota adalah Walikota Palembang. 
4. Perusahaan Dacral1 Pasar Palembang J~a yang selanjutnya 

dis·cbut PD. Pasar Palembang Jaya adalah Perusahaan Daerah 
Pasar Palembang Jaya milik Pcmcrintah Kota Palembang. 

5 . Din:ksi adalah Dircksi PD. Pasar Palembang Jaya yang lerdiri dwi 
Direktu.r Uta.ma dan para Direktur. 

6 . Badan adalah sualu bentuk usaha yang melipuci perseroan 
komanclitcr, perseroan lain, Badan Usaha Milik Negara alau 
Daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, 
perkumpulan, firms,, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi 
yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bcntuk usaha tetap serta 
badan usaha lainnya. 

7 . Pasar adalah area rempar jual beli banmg denga:n jumlah poajual 
lebih dari satu orang baik yang disebut Pusar Perbelanjaan, Pasar 
'l't:adj~ional, maupun sebman lainnya. 

8. Pasar Traclisional Swasta ada.lah suatu tempat atau bangunan 
yang clisediakan atau diberikan fasilitas11ya oleh swasta unru.k 
mclakukan kegjatan jual beli yang tidak dila.i-ang berdasarkan 
peraruran pen.mciang-undangan yang bt!rl:;,k11. 
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9. Perizinan Pasar Tradisional Swasta adalah izin untuk 
melaksan.akan 1.1saha pcrpasaran yang dilaksanakan sebelum 
mclaksanakan Pengelolaan Perpasa.ran 'rradisional Swasta. 

10. Penataan Pasar Traclisional Swasla adalab penat.aan jenis clan 
macam-macaru barang dagangan yang clilaksanakan olch pcdagang 
pada Pasar Tradisional Swasta. 

11. Peogclolaan Pasar Tradisional Swa-sta adalah pembinaan, 
pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan mendirikan, 
memindahkan, memperluas, memugar, mengembangkan, 
memperkecil dan menutup pasar traclistonal swasta. 

12. lzin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional Swasla selanjutnya 
disebut IUP2TS adalab izin un!;Uk melaksanakan usaha 
pengelolaan pasar 1..radisional swasta yang diterbilkan olch PD. 
PaSat· Palembang Jaya. 

BAB II 
MAKSUD DAN TU.JUAN 

Pasal 2 

Pe.doman Perizihan, Penataan dan Pengelolaan Pasar Tradii;ional 
Swasta dimaksudkan sebagal upaya untuk membcri.kan pedoman 
perizinan, penataan dan pengelolaan pasar tradisional swasta. 

Pasal 3 

Pedoman Perizinan, Penaraan dan Pengelolaan Pasar Tradision.a.l 
Swa.sta sebagaimana dimaksud da.lam Pa.saJ 2 , bertujua.n unruk 
menata, mengatur dan melindungi para pedagang da.n pembeli dalam 
kegia,an rra.nsaksi jual beli barang dan jasa di Pasar Tradisional 
Swasta. 

BAB Ill 
PEDQMAN PENDlRTAN DAN PEMBANGUNAN 

Pasal.4 

(I) Lokasi untuk Pasar Tradisional Swasta mempedomani Rencana 
Tat.a Ruang Wilayah Kota <Ian Rencana Detail Tata Ruang W.ila.yab 
Kota. 

(2) Seti.ap orang ala\l bada.n yang akan melaksanakan kegialan 
pcndirian, pembangunan dan pengusahaan Pasar Tradisional 
Swasta dalam Kota Palembang barns mendapal Jzin Walikota 
rnclalui PD. Pasar Palembang Jaya. 

BABIV 
PERIZINAN 

Pasal 5 

( I) Setiap orang atau badan 
rnembangun P-asar Tradisionnl 
prinsip dari Wal.ikota. 

yang akan m~ciirikan 
Swasta ha.rus memilik.i 

da.n 
izin 
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(2) Pengelola Pasar 1'radisional Swasta wajib memiliki I.UP2TS. 

(3) Pengelola Pasar Trarlisional Swa.s~ yang menampung pedagang 
lcbih darl 200 (dua ratus) pedagang wajib memiliki analisa 
dampak linglrunga.n dan analisa sosial e konomi. 

(4) Selain kctentuan pada ayar (2) Pengelola Pa~r 1'radisional 
Swasra wajib menyediakan: 

a. kanror pasar; 
b. laha.n parkir; 
c. mandi cuci kalrus; 
d . tempaL pe:rnbuangan sa:mpah; 
c. tompat pengomposan;dan 
f. pohon pelindung. 

(5) Pcngclola Pasar Ti-a.disional Swasta yang kurang dari 200 
pedagang wajib menyediakan: 

a . tempar pembuangan sampah; 
b. mandi cuci kakus;dan 
c. pohon pclindung. 

(6) IUP2TS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaktl unrnk: 

a. satu lokasi u!:a.ha;dan 
b. selarna masih melaku.kan kegjatan pengelolaan pada lokasi 

yangsama. 

(7) IUP2TS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaku.kan 
daftru· ulang selama 3 (tiga) t.ahun. 

BABV 
PERSYARATAN 

Pasal6 

Persyaratan administrasi penerbilan IUP2TS dengan mclampirkan: 

a . fonnulir permohonan yang telah disediaknn o!eh PD. Pasar 
Palembang Jaya; 

b. fotocopy lzio Prinsip; 
c. fotocopy Surat lzin Tempat Usaha;-
d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk ( KTP) penanggungjawab; 
e . fotocopy su:rdl k,epcmilikan tanah atau status !ok~si; 
r. forocopy bukti tunas PBB tahun terakhir; 
g. sket lokasi pasar dan lcmpat park:ir; dan 
h. photo penanggungjawab ukuran 3 x 4 cm sebanyak 5 Jembar. 
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BABVI 
JASA PENGELOLAAN 

Pasal 7 

(1) Dala.m rangka pembinaan dan penyelengaraan sebagaimana 
dimaJcsud dalam Pasal 2, pengelola yang memungut jasa 
ptmgelolaan wajib memberikan sumbangan kepada Pemerintah 
Daerah sesuai peraturan pcrundang-undangan yang bcrlaku. 

(2) Pemerintah Daerah menugaskan kepacla PD. Pasar Palembang 
Jaya □ntuk melaksanakan ketentuan sebagaimane dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (1), 

BAB Vl1 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal8 

(l) Walikota menetapkan kebijakan pembinaan dan pengawasan 
terhadap pengelolaan Pasar Tradisional Swasta. 

(2) Walikoca menugaskan Direksi PD. Pasar P.aJembang Jaya 
untuk mengkoorclinasikan dan mel~.ksanakan pembinaan 
dan peugawasan sebagaimana dimaks1.id dalam Pasal 8 ayat (1). 

BAB VIIl 
SANKSt 

Pasal 9 

(1) Pengelola Pasar Tradisional Swasta yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 clan Pasal 7 , 
dikenakan sanksi adm:inistraLir. 

(2) Sanksi administraUf sebagaimana climaksud pada ayat (1) bernpa : 
a . pembatalan IUP2TS; 
b. pembekuan lUP2TS; dan 
c. pencabutan lU.P2TS. 

BABIX 
KR."l'ENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 10 

Hal-ha! yang bersifat teknis. sebagai tindak lanjut Pei-aturan Walikota 
ini ditet.apkan olch Dircksi PD. Pasar Palembang Jaya. 
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BABX 
PENUTUP 

P.asal 11 

PD. Pasar Palembang Jaya sebagai instansi teknis pclaksana 
Peraluran Walikola ini. 

Pasal 12 

Peratumn ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap onmg mengetahui.nya, memerintahkan pensundangan 
Peraluran ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 
l?alembang. 

Diundangkan di Palembang 
pada tanggal ~ - ~ - 2013 

Ditetapkan di Palembang 
pada tanggal ~ V\\<\~ 2013 

Pit. $EKRETARIS 9AE:RAH KOTA PALEMBANG, 

UCO!YAT 
BERJTA OJ\ERAR KOTA PALEMDANG TAHUN 2013 NOMOR ti 


